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fal di JI. Mangga 1, RT.010, Desa Suatang
Ecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu
rumah tangga, tempat tinggal di JI. Mangga 1, RT.010,
Desa Suatang Bulu, Kecamatan Pasir Belengkong,
Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Pemohon I,
atau bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa semua alat bukti;
DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 02 Mei 2017
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada
tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt.
telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dengan dalil-dalil
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah di Kecamatan Playen,
Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 01 Mei 1987 di hadapan Penghulu
bernama PENGHULU, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II
yang bernama WALI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua
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Btus perawan;
Pemohon 1l tidak ada hubungan
yang menyebabkan Pemohon | dan
uk menikah;

| dan Pemohon Il membina rumah

yludian pindah dan terkahir tinggal do

Suatang  Bulu, Kecamatan Pasir

a. ANAK |, umur 35 tahun;

b. ANAK I, umur 27 tahun;

C. ANAK 111, lahir 08 Desember 1990;

d. ANAK 1V, lahir 14 Maret 1997,
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon | dengan
Pemohon 1l telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak
pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah,
menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon Il adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak
memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dari
Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan dokumen

kependudukan lainnya;
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/‘ i,; Q. Pg mohon | dan Pemohon lI;
fx;—ﬁ Lah”herkuihdn Pemohon | (PEMOHON 1) dan

g telah dilaksanakan di Kecamatan
[, pada tanggal 01 Mei 1987,

SHON ||8

upaten sunu gKi

Falcmsittiungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai
kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, Majelis
Hakim telah memerintahkankan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan
perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman
Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA Tgt., ternyata selama tenggang waktu tersebut
tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/
masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh
karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan
untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan
atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap
mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan tambahan
secara lisan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan pada
pokoknya terkait positum angka 7, bahwa Para Pemohon telah pernah memiliki
buku nikah namun sekarang asli buku tersebut telah hilang dan hanya memiliki
fotokopinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di

muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:
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1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah secara agama
Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena lama bertetangga
sejak tahun 1999, dan saksi juga Ketua RT di mana Para Pemohon
tinggal;
- bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Para Pemohon karena mereka
menikah di Jawa;
- bahwa hingga sekarang tidak pernah ada orang atau masyarakat desa
yang keberatan dengan kehidupan Para Pemohon sebagai suami istri;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari
segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang
lainnya;
- bahwa status Pemohon | ketika menikah dengan Pemohon Il adalah
jejaka, sedangkan Pemohon Il adalah perawan;
- bahwa sejak menikah pada tahun 1987, Para Pemohon tidak pernah
bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang

anak;
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an penetapan dari Pengadilan Agama

mengurus kelengkapan administrasi

e ciars

lainnya;

- bahwa status Pemohon | ketika menikah dengan Pemohon Il

adalah jejaka, sedangkan Pemohon Il adalah perawan;

- bahwa sejak menikah hingga saat ini, Para Pemohon tidak pernah

bercerai;

- bahwa perkawinan Para Pemohon telah mempunyai empat orang

anak;

- bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak

pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku

nikah karena hilang;

- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan

Agama guna mendapatkan buku nikah yang baru dari pihak terkait dan

untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan lain-lain;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi
tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di
persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di

persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan
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Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku

Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan sampai hari

persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan
Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan itsbat nikah pada
perkara ini adalah Pemohon | dan Pemohon Il yang mengaku sebagai suami
isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang
terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan
menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan
Para Pemohon adalah, perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon 1l (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kecamatan Playen,
Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 01 Mei 1987 di hadapan Penghulu
bernama PENGHULU, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang
bernama WALI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh
lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH |
dan SAKSI NIKAH I, telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
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Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah, oleh
karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 adalah alat bukti
autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan
menunjukkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il memang telah pernah
menikah secara agama dan negara pada tanggal 01 Mei 1987 (tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul), dan
terhadap alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut, tidak ada pihak atau
masyarakat lain yang membantah keotentikan bukti tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 adalah alat bukti
autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan
Barang, yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah (vide Pasal 285 dan 301 R.Bg), dan menunjukkan bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il memang telah pernah memiliki buku nikah namun telah hilang
(Kutipan Akta Nikah Nomor 12/1/\V/1987);
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Kabupaten Gunung Kidul, penghulu yang mengawinkan, wali nikah, saksi-saksi

pernikahan, serta mahar, ternyata tidak dapat diterangkan oleh kedua saksi
Para Pemohon karena kedua saksi tersebut tidak hadir pada saat pernikahan
Para Pemohon, namun jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang
bersesuaian sebagaimana tersebut di muka bahwa Pemohon | dan Pemohon I
telah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yang
menyatakan keberatannya, fakta-fakta tersebut jika dihubungkan pula dengan
alat bukti berkode P.1 membuktikan bahwa pernah adanya suatu hubungan
yang yang sah secara agama dan negara;

Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapat
dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya
Ushal Figh halaman 390 di bawabh ini:

leilgusl oole W o) oy @) pblo azg )l aga 0N azg) aido S8 oo,

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu
sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan
adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain

(putusnya perkawinan);
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an 298:
i ol 339 Lle ain Lo gl Lo

puan jtu yang sesuai dengan

Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat

semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim
berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7
ayat (2), (3) huruf (b dan e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan isbat nikah ini dimohonkan bertujuan untuk
mendapatkan buku nikah baru guna mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai
suami istri dan salah satu syarat kelengkapan dokumen kependudukan dan
sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut
tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka
permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu
mengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nazha'ir
karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah

HIm. 9 dari 11 Him. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara

ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon li;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1)

dan Pemohon Il (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal

01 Mei 1987 di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh

ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari
Senin, tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan
1438 Hijriah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr.
Muhammad Kastalani, S.H.l., M.H.l. dan Erik Aswandi, S.H.l. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh
Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.
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Hakim Anggota,

ttd.
Erik Aswandi, S.H.l.

Perincian Biaya
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan . Rp. 360.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi :  Rp. 5.000,-

Jumlah . Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu

11 HIm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



